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bahwa dalam rangka pelaksinaan ketentuan pasal 2 ayat {1) dan aval
(2). pasal 3 puin a, pasal 4 poin c, pusal 5 ayat {3), dan pasal 6
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012
tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah
dengan Persturan Menteri Apama Kepublik Indonesis Nomor 27
Tabun 2016 tentang Perubahan Alas Peraturan Menter A paima
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Pendidikan
Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direkiur Jenderal
Bimbingan Masyarakal Kristen tenlang ljin Penyelenggaraan Sekoluh
Menengah Teclogi Kristen (SMTE));

bahwa berdasarkan hasil penilaian  lapanszan (visilusi), Sekalah
Menengah Tenlogi Kristen (SMTK) Bethel Waingapu  Kabupaten
sumba Timur Provinsi Nusa Tengeara Timur memenuhi persyaralan
adminisirasi  dan persyaratan teknis schingga lavak diberikan ijin
penyelenzparaan;

bahwy berdasarkar perfimbangan sebagaimana dirmaksud pada huiruf o
dun buruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan irekior
Jenderal DBimbingsr Masyarakat Kristen lenfang  Penelapan  Bin
Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTE) Bethel
Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggzara Timur;

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 temang Sistem Pendidikun
Nasianal (Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
43017

Peraturan Pemerintzh Memor 55 Tabun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124). Tambahan Lembaran Megara
Republik [ndonesia Nomor 4769

3. Peraturan Pemesintsh Nomor 13 Tahun 2015 lentang Perubahun Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor !9 Tahun 2005 lentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Nepara Republik Indonesiy Tahun
2015 Nomor 435, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mamor 56707
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. Peraturan Pemenintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang  Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 48647;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tenlung Perubahan Atas

Peraturan Pemerintahan No.74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 MNomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor GOS8);

. Peraturan Peinerinlah Nomor 66 Tahun 20010 tentang Perubaban Atas

Pergturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teniang Pengelolaan dan
Peoyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran MNegara Nomar 3103);

. Peraturan  Presiden Nomor 7 Talun 2015 tentang Organisasi

Kemenleriun Negara, Lembaras Negara R Tahun 2015 Nomeor §;

. Persturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Kementerian Agama,

Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 168;

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tzhun 2008 entang Standar Pelavanan

Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomear 2,
Tambahan Lembaran Negara BI Nomor 6178);

. Peraturan Menter] Pendidiksn Nasional 1] Nomor 19 Tahan 2007

tenmtuny Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan asar
dan Menensah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional BRI Nomor 24 Tahun 20607
tentang Standar Sarana dan PPrasarana uniuk Sckolal Dasar’ Madreasah
IBticlaiyuh (SIVMI), Sekolah Menengoh Pertama’ Madrasah Tsanuwivah
(SMPMT ), Sekolah Menengah Atas’ Madrasah Alivah (SMAMA).
sekolan Menengabh  Kejorvan (SME), Sckolah Dasar Luar  Diasa
(eDLB). Sekelabh Menengah Pertama Luar Binsa (SMPLR) dan Sekolah
Menengah Alas Lunr biasa (SMALRY;

. Peraturan Menteri Perndidikan Nasional B1 Nomor 69 Tahun 209

tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untok Sekolah
Dasar’ Madrasah Ibtidaivah (SDVMID), Sckolah Menengah Pertamar
Madraseh Tsanawiyvab (SMPMTs), Sekolah Menengaly Atasd Madrasah
Alivak (SMAMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SME), Sekoluh Dasar
Luar Biasa (313L.H), Sckelah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPPLB)
dan Sekolah Menengah Atas Luar biass (SMALB):

. Peraturan Menteri Apme BRI MNomer 16 Tahun 2010 tentany Pengelolaan

Pendidikan Agama pada Sekolak (Berila Negars BRI Tahun 2010 Nomor
596);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Xebudavaan RT Nomaor 23 Tahun 2013

tentang Perubohan Awe Poraturan Menteri Pendidikan Nasional Momor 13
Yahun 2010 tenteng Standai Pelayanan Midmal Pendidikan Dasar dun
Blencngak di Kabupatenbota (Berita Nepara 122 'Tabuyn 2013 Nomer 464};?
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Perateran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bl Nomaor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Penditian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidilan
Dasar dan Menengah (Berita Negara R1 Tahun 2014 Komer 607

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 Nemor 20 Tahun 2016
lenlang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
{Berita Megara RI Tahun 2016 Nomor 9537,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan BI Nemar 21 Tahun 2016
tentang Standar 1si Pendidikan Daser dan Menengah (Berita Neguru RI
Tahun 2016 Nomaor B54);

Peraturan Menteri Perddidikan dan Kebudayaan BRI Nomaor 22 Tahun 2016
tentang Standar Pioses Pendidikan Dasar dan Menenpah {Berita Megarn RI
Tahun 2016 Nomar 953),

Peraturan Menteri Pemlidikan dan Kebudayaan 1 Nemar 23 Tuhun 2016
tenitang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Megara RI Tahun 2016 Nomor
ROT):

Peraturan Menteri Pemnidiken dan Kebudayaan R1 Nomor 24 Tahun 2016
tentang Kompelensi Ind dan Kompetensi Dusar Pelajaran Pada Kurikolam
2013 (Berita Negara RY Tabun 2016 Nomer 9717

. Peraluran Menteri Agama BRI Nomger 27 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Apama Momor 7 Tahun 2012 1entang Pendidikan
Keagamaan Knsten (Berita Negara R Tshun 2016 Nomor 8867

Peraluran Menoteri Agama RI Nomor 42 Talun 2016 tentang Oreunisasi
din Tata Kerja Kementerian Agarma (Berita Newars RI Tahun 2016
Nomor 1493); :

suril - Ketua Lembags Pendidikan Teclopi Terpadu Waingapu-Sumba
Timur Nomor: 002ZPRLITTRANI0ND langeal 13 Februari 2019 perihal
Permohonan jin Penyelenggaraan SMTK Bethel Waingapu;

ekomendasi Eepala Kantwr Kementerian Apama RI Kantor Wilavah
Provins Nusa Tenggara Timur Notn:: -
022w 1945 PPOC. 3/ 1 2/201 %, tanges! 15 Desember 2018:

- Rekomendast  Gere Bethel Indonesia, Malnwui-Waingapn, MNomor

ZAGEIMTW 202018, mnggal 14 November 2018:

. Rekomendasi Kantor Kementerian Agama RI Kahupaten Sumba Timor

Momor: B-20534 KK 19.6/5/PP 00,571 1/201% wnggal 15 Movember 2018

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA
REFUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN  LIN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAN TEOLOGI
. KRISTEN (SMTK) BETHEL WAINGAPU XABUPATEN
SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. ;"
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Menetapkan ljin Penyelenggaraan Sekalah Menengah Teclogi Kristen
(SMTK) Bethel Waingapu Kahupaten Sumba Timor Provinsi Nusa Tenggara

Timur,

Dengan dietapkannya [jin Penyelenggaraan ini, Sekalah Menengah
Tealogi Kristen {SMTK} Bethel Waingapn  Kebupaten Sumba  Timor
Provinsi Nusu Tenggara Timur harus memperhatikan dan melaksangkan
peraluran perundang-undangan tentang penyelenggarsan Pendidikam,

[jiin Penyelengoarann Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Bethel
Wailngapu Kabupaten Sumba Timor Provinsi Nusa lenagara Timur berlaku
2 (dus) tabun, terhitung scjak ditetapkan  kepulusan  ini  dan
Perpanjangan [jin Penvelengparaan dapat ditetapkan kemudian jika
telah memenuhi persyaratan.

Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Bethel Waingapu  Kabupalen
Stmba Timor Provinsi Musa Tenggara Timur wajib membuyat laporan
secara terlulis teniang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan
kepada  Direktiur  Jenderal  Bimbingan Masyararakal  Kristen
Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester,

Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekalah Menengah Teclnn Kristen
(SMTK ) Bethel Waingapu Kabupaten Sumba Timor Provinsi Nusa lenggara
Timur. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kepulusan
i akan dilakukan perbaikan sehapaimana mestin v,

Ditetapkan di  Jakartu
pada tanggal 14 Oktober 2019

EKTUR JENDERAL,

—

§ THOMAS PENTURY {




